Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Badan Pusat Statistik
Tahun 2026

Prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, transparan,
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
Badan Pusat Statistik mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu:

1.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Selain itu, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Badan Pusat Statistik mengacu
pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Rl sebagai
peraturan turunan dari Peraturan Presiden tersebut antara lain yaitu:

1.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2
Tahun 2026 Tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4
Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12

Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5

Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6

Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi
Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ);



7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan
Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional;

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

10.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10
Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

11.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



